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Beberapa kabupaten dan kota usai melaksanakan pilkada. Kini,
tugas pemimpin daerah terpilih adalah mengimplementasikan visi
dan misi mereka. Janji kampanye harus terwujud menjadi program
nyata yang manfaatnya terasa langsung seluruh masyarakat.
Legitimasi yang diperoleh dari pilkada menjadi sandaran moral yang
tidak boleh disia-siakan pemimpin. Pilkada merupakan milestone
atau tahapan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pemahaman yang sama tentang visi antara masyarakat atau
stakeholders, sebagai penerima manfaat dan subjek pembangunan,
dan pemerintah, sebagai fasilitator dan penyedia layanan (service
provider), menjadi dasar yang kuat menjamin Kkeberhasilan
implementasi pembangunan. Pemaknaan suatu pembangunan akan
membumi (grounded) dan menjangkar (anchored) pada semua pihak
yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Banyak visi telah dirumuskan dalam berbagai rencana strategis pada
instansi pemerintahan. Namun, betapa tidak instrumentalnya peran
visi yang dirumuskan tersebut. Di atas kertas visi ada--bahkan ada
yang di-perda-kan, tetapi pelaksanaan pembangunan daerah tidak
melihat apa visi yang sudah ditetapkan.

Konsep Visi dan Misi
Visi adalah cara pandang ke depan tentang akan menjadi apa

organisasi atau lembaga pemerintahan pada suatu periode di masa
depan. Perumusan visi pada umumnya menjawab pertanyaan
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tentang akan menjadi apa suatu organisasi dan lembaga (what do we
want to become?). Visi ini merupakan abstraksi dari bentuk akhir
suatu pranata yang diupayakan untuk diwujudkan.

Organisasi yang berhasil dan menikmati bagaimana suatu visi dapat
menjadi spirit atau jiwa dalam orang-orang di dalamnya, ketika
dalam organisasi, visi tersebut menjadi visi bersama (shared vision)
karena visi ini mampu mengembangan kesamaan kepentingan
(develops a commonality of interests). Visi ini berperan sebagai
motivator bagi setiap pelaku dalam organisasi atau lembaga.

Selain visi, pemimpin juga harus memahami misi. Misi merupakan
jawaban atas pertanyaan pekerjaan apa yang harus dilakukan
sehingga visi dapat mewujud (What is our business?). Dalam setting
manajemen pemerintahan pelayanan apa yang harus diberikan pada
masyarakat oleh pemerintah. That business mission is so rarely given
adequate thought is perhaps the most important single cause of
business frustration (Drucker, 1985).

Karena misi tidak dipikirkan secara memadai dan mendalam,
menjadikan pelaksanakan kerja menghadapi ketidakjelasan arah dan
berujung pada situasi keputusasaan. Dalam perumusan misi,
kejelasan (clarity) misi harus mendapat tekanan atau perhatian,
sehingga alternatif strategi yang akan dirumuskan dan
diimplementasikan menjadi jelas juga. Artinya, karena harus ada
koherensi antara visi, misi, tujuan dan strategi, kejelasan visi, dan
misi membantu mempermudah perumusan dan pelaksanaan tujuan
dan strategi organisasi.

Perencanaan Strategis dalam Model Manajemen Strategis

Secara proses, ada tiga tahapan atau komponen dalam manajemen
strategis: formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi atau
pengendalian strategi. Kedudukan visi dan misi ada dalam
perencanaan strategis atau dalam formulasi strategis. Perencanaan
strategis atau strategic planning merupakan mekanisme memastikan
visi dan misi dapat mewujud dalam kenyataan.

Strategic planning merupakan journey to the future, perjalanan ke
masa depan, yang merupakan bagian dari sistem strategic
management. Perencanaan strategi adalah kegiatan formulasi strategi
yang meliputi perumusan visi dan misi, analisis lingkungan eksternal
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(peluang dan tantangan), analisis lingkungan internal (kekuatan dan
kelemahan), penetapan tujuan jangka panjang, perumusan strategi
altenatif dan pemilihan strategi.

Berdasarkan penelitian pada sektor privat, organisasi yang
menggunakan atau merumuskan perencanaan strategis mempunyai
kinerja lebih baik dua kali dari rata-rata organisasi yang tidak
mempunyai perencanaan strategis. Jadi dapat disimpulkan
hubungan positif signifikan terjadi antara perencanaan strategis
dengan kinerja organisasi. Pada public sector atau pemerintahan,
perencanaan strategis ditujukan meningkatkan Kkesejahteraan
masyarakat serta pertumbuhan ekonomi makro dan regional dengan
mendorong iklim usaha yang kondusif.

Implementasi dan Pengendalian Strategi Pembangunan

Kemudian tahap kedua dari proses manajemen strategis adalah
implementasi. Tahap ini merupakan langkah bagaimana menjadikan
visi menjadi actionable vision. Yaitu dengan melalui pelaksanaan
program strategis dan aksi yang koheren dengan visi dan misi. Untuk
memastikan koherensi, program harus merupakan derivasi dari visi
dan misi. Implementasi merupakan proses penyesuaian atau
alignment struktur organisasi dengan strategi dan lingkungan. Sejauh
mana fitness atau alignment antara aspek tersebut dicapai sejauh itu
keberhasilan strategi dengan diindikasikan Kkinerja tinggi terjadi.
Implementasi ini harus menjadi alokasi sumber daya menjadi efektif,
efisien, dan optimal. Dalam implementasi harus didukung perubahan
budaya organisasi yang support terhadap terwujudnya semua impian.
Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan (leadership) yang kuat yaitu
kepemimpinan yang smart, decisive, dan inspiring menjadi sangat
penting. Proses yang harus berjalan secara bersamaaan mulai dari
perencanaan hingga implementasi adalah pengendalian strategis atau
strategic control. Pengendalian untuk koreksi yang dilakukan dari
evaluasi tidak perlu menunggu hingga periode pekerjaan selesai.
Namun, organisasi harus dapat mendeteksi masalah sedini mungkin
dan secara fleksibel melakukan kurasi terhadap masalah tersebut.
Dengan pengendalian yang berjalan secara simultan masalah dapat
diantisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Apa manfaat konsep manajemen strategi bagi pembangunan daerah
Lampung?
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Walaupun tidak menafikan bahwa telah banyak metode penyusunan
konsep pembangunan digunakan. Wacana ini diajukan dengan
kenyakinan ada manfaat dari konsep manajemen strategis.
Penggunaaan konsep manajemen strategis akan menjadikan
perencanaan strategis yang ada bukan lagi sebagai lips service atau
basa-basi.

Rencana strategis yang memadukan dan mengharmonikan semua
produk perencanaan lain menjadi basis kebijakan legislatif dan
eksekutif dari tingkat pemerintahan provinsi hingga kabupaten dan
kota, termasuk semua dinas dan instansi yang ada di bawahnya.
Program pembangunan yang tidak berbasis visi, misi, dan strategi
pasti akan mubazir karena tidak didiskusikan sejauh mana manfaat
yang akan dirasakan dalam jangka panjang bagi masyarakat
Lampung baik itu rakyat awam atau kalangan dunia usaha.

Aplikasi konsep dapat digunakan penyusunan renstrada dan renstra
dinas, dengan proses yang dimulai dari penyusunan rencana
pembangunan tingkat desa atau kelurahan dan rencana
pembangunan tingkat kecamatan (lintas desa/kelurahan). Pada
kedua tingkatan ini aparat desa/kelurahan, penyusunan rencana
bersama-sama dengan elemen atau tokoh masyarakat yang memiliki
kemampuan dan memenuhi keterwakilan untuk memastikan semua
aspirasi masyarakat tertampung.

Rencana pembangunan yang disusun adalah untuk lima tahun (multi
years), sehingga memberikan masukan bagi rencana pembangunan
jangka menengah. Hasil perencanan desa/kelurahan yang telah
dimusyawarahkan kemudian dikonsolidasi pada tingkat kecamatan
menjadi bahan masukan rencana strategi pembangunan daerah dan
renstra dinas. Penyusunan RJPM dan kemudian RKPD dan APBD
dengan sendirinya mempunyai legitimasi yang kuat karena aspirasi
terjaring dengan baik. Sasaran akhir dari menggunakan konsep
manajemen strategi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah
terwujudnya renstrada, RJPM, RKPD, dan APBD berbasis masyarakat
(community based planning system) yang dapat menjawab kebutuhan
pembangunan.




